BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Mengingat

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Q& V



Menetapkan:

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Barru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Barru.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya yang dilakukan pemegang jabatan.

10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

7. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan

Anak pada Dinas.



BAB III
KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Klasifikasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah kelas B.

(1)

(2)

(1)

(1)

Pasal 4
Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri
dari:
a. Kepala UPT;
b. Pelaksana; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi UPT tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5
UPT perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang
Kepala UPT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
UPT Perlindungan Perempua dan Anak mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan
layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan,

diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
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a. Pengaduan masyarakat;
b. Penjangkauan korban;
c. Pengelolaan kasus;

d. mediasi; dan

e. Pendampingan korban.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas
Pasal 7
(1) Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan
bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah-masalah lainnya
(2) Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPT;
b. menyusun program Kerja UPTD;
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. mengevaluasi hasilkerja UPT;
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam
lingkungan UPT;

f. melaksanakan administrasi UPT;

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional membawahi sejumlah tenaga dalam
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentuan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai

dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasaran Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. /( ﬂlﬂ
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BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah jabatan struktural

eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Kepala UPT wajib :

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta
kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal,;

b. memimpin dan  mengoordinasikan bawahan, memberikan
pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
melaksanakan sistem pengendalian internal,

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan

e. menyusun lapan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat
berkoordinasi dengan :

a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan

kesehatan lainnya;

b. Balai Pemasyarakatan,

c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort dan Kepolisian Daerah;

d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;

e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI);
g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
k. Institusi lainnya.
(3) Kepala UPT menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Dinas.
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Pasal 11
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat
dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat

setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
STANDAR LAYANAN
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada
perempuan dan anak yang megalami masalah, UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak harus berpedoman pada standar layanan yang
telah di tetapkan.
(2) Standar layanan ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan
Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barru dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
. pada tanggal 12 Maret 202§
Koo, oo | \BU A1 BARRU

?
Kiglon Wit o g, | 15

Outeliti tanggal

PARAF KOORDINASI

—

,f‘(SU I SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal |2 Maret 209
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 95
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 Maret 202!

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PELAKSANA PELAKSANA

\BUP I BARRU, y

1\SU I SALEH
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